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         P E N E T A P A N
Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Blcn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Batulicin  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara
Perdata  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  majelis  Hakim  telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : 

Nama Penggugat, sebagai Penggugat;
melawan

Nama Tergugat, sebagai Tergugat.;

Pengadilan Agama tersebut; 
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka   persidangan; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa  Penggugat  berdasarkan  surat  gugatannya  pada  tanggal  05
Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin,
Nomor  706/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 05 Desember  2019 telah mengajukan
permohonan  untuk  melakukan  cerai  gugat  terhadap  Tergugat  dengan
uraian/alasan sebagai berikut:

1.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa  pada  tanggal  06  Juni  1989,  Penggugat  dengan  Tergugat
melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan  Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru
sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
98/37/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995;
2.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  mengambil  tempat
kediaman di rumah mertua di Pelabuhan Sped, Kecamatan Simpang Empat
selama 9 tahun, kemudian pindah ke Jl. Brigjen H.Hasan Basri, Rt.003, Desa
Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir,  Kabupaten Tanah Bumbu selama 17
tahun, setelah itu pindah lagi di Perum Sepunggur Raya Indah, Rt.02, Desa
Sepunggur,  Kecamatan  Kusan  Hilir,  Kabupaten  Tanah  Bumbu  sebagai
tempat kediaman terakhir bersama, hingga pisah tempat tinggal;
3.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan  dikaruniai  2 orang  anak
sekarang anak sudah berkeluarga;
4.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun
dan  harmonis,  namun  sejak  tahun  1994 ketentraman  rumah  tangga
Penggugat   dengan  Tergugat   mulai  tidak  harmonis  dengan  adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat   dengan Tergugat  yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi; 
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5.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain: 
a. Bahwa Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain;
b. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, dan Penggugat

ketahui dari temannya dan dari teman Tergugat;
6.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat  tersebut terjadi pada  sekitar tahun 2017, yang akibatnya
antara Penggugat  dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun,
dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  merukunkan  dan  mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; 
8.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua
Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 
Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat
(Nama Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsidair :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan
Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa  Ketua  Majelis  menjelaskan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat
bahwa  sebelum  pemeriksaan  perkara  dimulai,  Penggugat  dan  Tergugat
diwajibkan  untuk  menempuh  mediasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis  menjelaskan pengertian dan tata  cara
mediasi dengan menyatakan :

- "Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1  Tahun 2016 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  bahwa pada hari
sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib
menempuh proses mediasi.
- Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
- Manfaat  mediasi  adalah  menyelesaikan  sengketa  secara  lebih
sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  sesuai  dengan  kebutuhan  dan
kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
- Para  Pihak  yang  bersengketa  wajib  menghadiri  langsung  pertemuan
mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka
dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar
biaya mediasi.
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- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam
Kesepakatan  Perdamaian,  maka  Para  Pihak  dapat  memilih  Kesepakatan
Perdamaian  akan  dikuatkan  dengan  Akta  Perdamaian  atau  mencabut
gugatan.
- Apabila  Para  Pihak  sudah  memahami  dan  mengerti,  silahkan
menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis  tersebut,  selanjutnya Penggugat
dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia
untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa  kemudian  Penggugat  dan  Tergugat  menandatangani  formulir
penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat
telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi  dan bersedia untuk
menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa  Ketua  Majelis  memberikan  penjelasan  kepada  Penggugat  dan
Tergugat  tentang  prosedur  mediasi  dan  pemilihan  Mediator,  Mediator  Hakim
yang ada di Pengadilan Agama Batulicin, selanjutnya Penggugat dan Tergugat
sepakat memilih Mediator hakim, RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Batulicin
tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tertanggal 15 Januari 2020
bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menyatakan  bersedia  kembali  rukun
dalam membina  rumah tangganya  dengan  membuat  Surat  Pernyataan  yang
ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat,
dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat
selanjutnya  menyatakan  mencabut  gugatannya  dan  selanjutnya  mohon
penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses
pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan  ini  dianggap  telah  termasuk  dan  merupakan  bagian  yang  tidak
terpisahkan dari penetapan in.  

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Penggugat  adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  dan perubahan
kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Peradilan
Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Perceraian hanya
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dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan,  setelah  Pengadilan  berusaha
merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut
dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang
dijiwai  dari  Pasal  130  Rbg,  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan
Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi
oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Batulicin   RABIATUL ADAWIAH, S.Ag
sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal
17  Pebruari  2020 antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah berhasil  mencapai
kesepakatan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat
Pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang
isinya,  antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun selayaknya suami isteri;

Menimbang, oleh karena mediasi berhasil merukunkan kembali Penggugat
dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya; 

Menimbang,  bahwa  pencabutan  perkara  oleh  Penggugat  tersebut  tidak
melanggar  hak Tergugat  sebab belum terjadi  jawab menjawab dan lagi  pula
Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali
rukun,  untuk  itu  maksud  Penggugat  untuk  mencabut  gugatannya  dapat
dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  untuk  mencabut
perkaranya  telah  dikabulkan  oleh  majelis  hakim  maka  pemeriksaan  gugatan
cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan;

Menimbang,  bahwa  Permohonan  termasuk  bidang  perkawinan,  maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat
(1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang
No.50 tahun 2009,maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta
hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara  ini; 

M E N G A D I L I
1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat  untuk  mencabut
perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PA Blcn, dicabut; 
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian  dijatuhkan  putusan  ini  di  Batulicin,   pada  hari  Selasa,  pada
tanggal 18 Februari 2020  Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir
1441 Hijriah.,  dalam  permusyawaratan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama
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Batulicin yang terdiri dari Drs. H. Syakhrani sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Rabiatul  Adawiah,  S.Ag  dan  Syaiful  Annas, S.H.I.,  M.Sy. sebagai  hakim-
hakim Anggota serta  diucapkan oleh Ketua Majelis  pada hari  itu  juga dalam
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi  oleh para Hakim Anggota dan
MUZDALIFAH S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

                  Hakim Anggota                                           Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag.                            Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti, 
        

MUZDALIFAH S.H.I

Perincian Biaya Perkara : 
1. Biaya Pendaftaran : Rp.    30.000,00
2. Biaya Proses  : Rp.    50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.  180.000.00
4. PNBP Panggilan pertama : Rp.    20.000,00
4. Redaksi : Rp.    10.000,00 
5. Materai : Rp.      6.000,00
                                     ---------------------------------
   Jumlah     Rp.   296.000,00
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